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ofa professional organization is the of Code of Ethics. The Code ofEthicsis a set of document 
conduct and behaviousr required by all ofmembers of the professional association. 

@LA) as a pmhssional oqpnization has almady had its Code of Ethics. The ILA 
as their normsguidance in their activities. The objectives of the ILA Code of 

of librarians, b]. to control the attitude of the libmrians and used as 
and conflicts among libmans and between libmans and 
to improve the image oflibmrians. The ILA Code of Ethics 

Code of thics, Indonesian LibraryAssociation, and Librarians """"1 ' 
pmfesi adalah memiliki Kode Etik Kode Etik merupakan dokumen yang berisi norma dan 

n bagi anggota asosiasi dalam melakukan tugas profesi. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) 
i memiliki Kode Etik Anggota IPI hams menjadikan Kode Etik sebagai pedoman norma yang 

elaksanakan tugas profesi. Tujuan Kode Etik IPI adalah untuk; a). Membina dan membentuk 
Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial, c). Mencegah timbulnya 

nflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat, dan d). Menumbuhkan 
dan meningkatkan citra pustakawan. Kode Etik IPI merupakan bagian yang terpisahkan 

Kata kunc : Kode E ' Ikatan Pustakawan Indonesia, Pustakawan I T  
observasi terhadap kode etik berbagai profesi seperti 
dokter, ahli hukum, dosen, tentara, angkatan laut, dan 

of Conducts) mulai sebagainya, sedangkan pustakawan dan guru baru 
lumnya seseorang akan memulai. Pustakawan Amerika, melalui American 
yang "gentleman", Library Association (ALA) baru sekitar tahun 1938 
rmal bagaimana memiliki semacam kode etik dengan judul "Libmry Bill 
muncul beragam of Right and Freedom to Read Statement" 

Etik bagi pekerja informasi Saat ini hampir semua organisasi profesi yang 
agak terlambat, baru muncul professional memiliki Kode Etik, termasuk Ikatan 

ntang Kode Etik bagi Pustakawan Indonesia (Kode Etik IPI). Kode 
Etik diperlukan untuk menjadi pedoman dalam 

) yang dikutip melaksanakan tugas profesi. Kode Etik menuntun 
lah melakukan seseorang dalam berprilaku, bertindak dalam setiap 

Dosen 
lkatan 

Departemen I1 
Pus%kawan 

nu Perpustakaan dan Infonnasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Sekretaris Jenderal 
Indonesia, dan Anggota Dewan Eksekutif CONSAL 



2 ( Jurnal lkatan Pustakawan Indonesia vcllume I, Nomor I, Mei2oi4 I 
I 

I 

aktifitas dan kegiatan profesinya. Wmpir semua 
organisasi pustakawan tin- nasiobal memiliki 
kode etik Bila dibandingkan satu s* lain banyak 
persamaanya. Hal tersebut tejadi $arena secara 
universal dimana pun pustakawan 
adalah peke j a  informasi 
memberikan layanan 

Sesuai dengan perkembangan dan p 
dalam internal, maupun eksternal 
adanya pembaharuan terhadap 
ada. Ikatan Pustakawan 
mengadakan Kongres. 
dalam kongres adalah 
dan Anggaran Rumah Tangga (AD/AR$ termasuk di 
dalarnnya Kode Etik IPI. AD/ART dan Kode Etik IPI 
merupakan satu kesatuan yang tidak te b isah. 

Pengalaman selama ini, kegiatan 
ART, terutama Kode Etik IPI 
Begitu juga dengan sosialisasi 
Akibatnya, hampir dapat dip 
pustakawan Indonesia, terma 
memahami Kode Etik tersebut. Di ha 
IPI tidak berlaku bagi anggota IPI, tetaei juga menjadi 
pegangan profesi pustakawan ~ndobs ia  lainnya. 
Keberadaan Kode Etik tidak hanya meqdungi anggota, 
tetapi juga profesi, pengguna dan 
Kode Etik dibuat untuk 
masyarakat terhadap 

B. PUSTAKAWAN: PROFESI ATAU B U W ?  

Sering te rjadi keragu-raguan, apakah peke jaan 
pustakawan itu sebagai "profesi" @rofession) atau 
hanya sebagai "peke ja" (occupation). Tentu saja ha1 
ini akan menjadi bahan diskusi yang menarik untuk 
diperbincangan. Bagi mereka yang menganggap sebagai 
profesi akan mengemukakan dengan berbagai alasan, 
sebaliknya mereka yang mengatakan bukan profesi 
tentu juga memiliki landasan berfikir pula. Perbedaan 
ini kadang tidak hanya pada pandangan masyarakat 
umum, tetapi sebagian pustakawan kadang juga "ragu" 
untuk mengatakan kegiatannya bersifat professional 
dan pustakawan adalah profesi. 

Banyak penyebab keraguan para pustakawan tentang 
status profesinya. Saat ini (2014), sebagian besar 
pustakawan IndonesQ tidak memiliki latar belakang 
pendidikan formal Ilmu Perpustakaan dan Informasi. 
Semenjak tahun 1988, pustakawan Indonesia sudah 
diperlakukan sebagai Tabatan fungsional: setara 

dengan jabatan profesi 
dokter dan sebagainya. 

tentu juga tidak bisa, karen 

mengikuti "pendidikan 
fungsional pustakawan 

guru dan dosen. 

Sampai dengan tahun 2013, 
Perpustakaan Nasional RI se 
pustakawan yang memangku 
pustahwan. Banyak pustakawan 
pendidikan formal Ilmu Perpu 
tidak menjadi PNS, bahkan, seb 
mereka juga tidak menjadi 
anggota IPI saja banyak yang 
Etik Pustakawan, apalagi mere 

sebuah organisasi disebut seb 

1. Mempunyai bidang pekerja 
sama dengan profesi lain. 

yaitu: 

Brandeis, Dr Wirawan (1993) m 
suatu peke jaan disebut profesi bila 



n melulu keterampilan. 
n kegiatan profesi hams 

endidikan dalam bidang ilmu 

darn profesi ditujukan untuk 
tau pemakai jasa, bukan untuk si 

aan tidak diukur dengan 

pat diatas, pustakawan atau 
engambil kesimpulan. Apakah 

3 1 Jurnt 

didikan perpustakaan pada 
donesia telah menyediakan 

. Dalam kurikulumnya 
ampai dengan akhir 
Mnggi di Indonesia 

pustakawan Indonesia telah 
i profesi yang merupakan 

stakawan, arsiparis dan 
takawan Indonesia (IPI) lahir 

dan IPI merupakan organisasi 
ia secara nasional dan 

onesia pada tingkat regional 
memiliki AD/ART yang di 
Etik bagi pustakawan. 

I lkatan 

lagi bahwa pustakawan adalah 
si yang dibutuhkan 

pada pengguna jasa pustakawan. 

dan mencari keuntungan. 
kan keberhasilan jasa yang 

n tidak dapat diukur dengan 
beberapa jenis perpustakaan 

. Uang denda yang 
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pendidikan, organisasi 
kode etik, serta 
masayarakat yang 

tidak mencari keuntungan, agaknya pustakawan dan 
juga masyarakat dapat memahami bahwa pustakawan 
adalah profesi. 

Beberapa sisi perkerjaan pustakawan menuntut 
wawasan dan intelektual. Pengembangan koleksi 
adalah otoritas yang menuntut pustakawan 
beke j a  secara professional. Pustakawan tidak akan 
mengembangkan koleksi tanpa mengkaji kebutuhan 
pemakainya. Dalam kegiatan organisasi informasi, 
menentukan subjek dokumen dalam pengindeksan 
verbal (tajuk subjek, thesaurus) atau non-verbal 
(klasifikasi) menutut intelektual pustakawan. Dalam 
memberikan layanan kepada pengguna hams juga 
professional dengan menerapkan berbagai prinsip 
ilmiah agar dapat memberikan layanan maksimal 

Meskipun diakui saat ini banyak otoritas atau 
wewenang yang seharusnya berada di tangan 
pustakawan dikuasai oleh pihak lain, namun tidak 
mengurangi makna profesi pustakawan. Umumnya 
mereka yang mengambil alih peke rjaan professional 
tersebut, karena juga tidak memahami profesi 
pustakawan. Banyak orang beranggapan bahwa 
pustakawan adalah sebagai "penjaga buku" (the book 
custodians, books keepers). Peke rjaan hanya tukang 
susun buku di rak dan member stempel. 

Banyak otoritas pustakawan yang diambil alih, 
dan banyak pula pustakawan yang tidak memahmi 
profesinya. Perpustakaan sering dijadikan "tempat 
buangan". Dapat dibayangkan kegiatan profesi yang 
dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya. Dari 
sinilah munculnya citra negative terhadap profesi 
pustakawan, dan orang meragukan pustakawan 
sebagai profesi. 

Dr. Wirawan (1993) mengutip pendapat beberapa 
pakar tahun 60an yang telah meragukan pustakawan 
sebagai profesi antaralain Piere Butler (1961), William j 
Goode (1966). Bahkan Goode mengatakan pustakawan 
"tidak akan pernah menjadiprofei, karena pustakawan 
mempunyai kekuasaan atau pengaruh sangat lemah 
terdahap kliennya': Pendapat Goode ini menjadi topik 
hangat dalam Konferensi American Library Association 
(ALA, 1967). Anggapan Goode tsb dibuktikan dengan 
hampir 30% dari buku yang dibeli pustakawan tidak 
dibaca oleh pemustakanya. Berbeda dengan dokter 
yang mendiagnosa penyakit dan menentukan obatnya, 
bukan pasien. 

Untuk kasus Indonesia, barangkali prosentasi 
tersebut akan lebih besar lagi, karena sering koleksi 
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di perpustakaan tidak ditentukan oleh pustakawan. 
Banyak orang ingin terlibat dalam pengadaan 
koleksi (terutama pembelian) karena dari kegiatan 
tersebut mereka mendapat keuntungan pribadi atau 
kelompoknya. Dengan kata lain sering disebut karena 
UUD (ujung-unjungnya duit). 

menduduki jabatan 
melakukan pekerjaan yang 
uraian tugas pustakawan 
orang yang beke rja untuk p 

Dalam paradigma mutakhir diyakini bahwa 
pustakawan adalah "garda pengetahuan" (the 
guardians of knowledge). Saat ini tak satu pun profesi 
yang kegiatannya mengumpul, mengolah, menyimpan 
dan menyebarkan informasi, kecuali pustakawan. 
Bahkan hu,f Toety Nurhadi-Soeseno, (Guru besar 
Filsafat Universitas Indonesia) pernah mengatakan 
dalam pertemuan ilmiah dengan dosen Jurusan Ilmu 
Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia 
(JIP FSUI) "tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi 
dengan perkembangan ilmu, tanpa ada omng yang 
namanyapustakawan. Pustakawan menjadi mata rantai 
ilmu masa Zulu sampaipadagenerasi masa kini dun juga 
akan mewariskan untukgenerasimendatang: Salahsatu 
sumbangan pustakawan adalah sebagai "pereservasi 
pengetahuan (knowledge preservation). Karenanya 
tanpa ragu MeMl Dewey (1 876) menegaskan bahwa 
pustakawan adalah profesi. 'The time has come, when 
a librarian may without assumption, speak of his 
occupation as a professin: 

Untuk mengawal pustakawan bekerja secara 
professional, sehingga jasa yang diberikannya 
sesuai dengan kebutuhan pemakai, maka tuntutan 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi 
wajib. Di samping menguasai ilmunya, pustakawan juga 
diharuskan memahami dan mendalami informasi yang 
dibutuhkan penggunanya. Diharapkan pustakawan 
"selangkah" di depan penggunanya dalarn memberikan 
berbagai sumberdaya informasi. Pustakawan hams 
setara dan memiliki bahasa yang sama dengan 
penggunanya. Pustakawan memiliki berbagai sarana 
bibliografi yang memungkinkan mengetahui lebih 
dahulu perkembangan subjek tertentu dibandingkan 
dengan penggunanya. 

Dalam UU 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, 
sumberdaya mansuia yang berada di perpustakaan 
terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu "pustukawan" dan 
"tenqga teknisperpustakaan". Sebagai Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) terdapat 7 (tujuh) tingkat pustakawan. 
Masing-masing tingkat memiliki wewenang yang 
berbeda. Semakin tinggi tingkatannya, tuntutan 
terhadap kegiatan intelektual lebih tinggi, sebaliknya, 
pekerjaan teknis, banyak dilakukan oleh pustakawan 
tingkatan rendah. Namun demikian, pembagian dua 

C. KODE ETIK: BATUSAN, TuJUAIU I 
1. Batasan 

Dilihat dari sisi asal usul 

"Ethic", Untuk Istlah Code terdap 

terdiri dari 2 (dua) kata, 
kata tersebut dalarn 

yaitu; a). Tingkah laku, prilaku 
sejumlah aturan ya 
berprilaku dalam hi 
b). Peraturan atau 
harus diikuti. Sedangkan kata 

salah Cfor deciding what is right or wro 

Setelah kedua kata tersebut 
berbagai batasan tentang Kode E 
memberikan batasan karena di 
pandang masing-masing pakar. Be 
definisi tentang Kode Etik, yaitu: 

Kumpulan kewajiban 
pelakuk prof& dalam 
nyu (Runs Magnis Suseno, 19 
Dokumen yang berisi n 
projksional yang ditun 

Information Science, 1983) 
Suatu standards tentang etika 
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emsal dari anggota 

dibuktikan oleh kelompok 
uka rela dianut oleh pam 

harus diindahkan oleh 

tingkah laku dan perbuatan 

atas dapat dikatakm bahwa 
yang harus dipatuhi dalam 

tugas profesi. Kode Etik 
yang seharusnya ditaati 

elaksanakan tugasnya. 
ibuat untuk anggota 

alannya dapat dijadikan 
n yang tidak menjadi 

adi masalah apabila 
leh bukan anggota. 

dak dicapai oleh tersedianya 
er and Sturges (2003) 

yang dibuat oleh suatu 
untuk menetapkan 

bekerja professional 
encoumge the highest 
by their members in 

nal duties). Hennawan dun 
ulkan 5 (lima) tujuan 

Menjaga martabat dan moral 
hubungan dengan anggota 

dian anggota profesi; 
dan e). Melindungi 

k diharapkan memberi 
profesi dan masyarakat 
Etik akan menuntun 

terus menerus anggota profesi berkewajiban untuk 
meningkatkan mutu jasa yang diberikannya, Kode 
Etik Profesi mendorong anggota untuk terus menerus 
mengupayakan meninkgatkan wawasan dun 
ketemmpilan para anggotanya. Kemajuan suatu ilmu 
pengetahuan dan keterampilan suatu profesi sangat 
ditentukan oleh pelaksanaan Kode Etik profesi yang 
bersangkutan. 

Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah 
perlindungan terhadap masyamkat yang 
memanfaatkan jasa profesi. Kode Etik merupakan 
rujukan bersama antara pelaksana profesi (projkssional 
workers) dengan pengguna jasa profesi [clients). 
Apabila salah satu dari kedua belah pihak merasa 
dirugikan, maka Kode Etik akan dijadikan sebagai 
pedoman bersama. Lazimnya organisasi profesi akan 
membentuk Dewan Kehormatan Profesi yang beke rja 
secara bebas (independent), mementukan apakah 
sudah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi. Kode Etik 
akan dijadikan pedoman bersama, baik pustakawan 
maupun masyarakat. Sangkaan salah praktek (ma1 
praktek) akan dibuktikan dengan berpedoman kepada 
Kode Etik Hukuman dari pelanggaran Kode Etik Profesi 
tidak sama dengan pelanggaran terhadap hukum 
biasa (pidana atau perdata). 

D. KODE ETIK IKATAN PUSMKAWAN INDONESIA 

1. Pendahuluan 
Kode Etik IPI merupakan: a). Aturan tertulis 
yang hams dipedomani oleh setiap Pustakawan 
Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya 
sebagai pustakawan; b). Landasan moral yang hams 
dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh 
setiap pustakawan Indonesia; dan c). Ketentuan yang 
mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas 
kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, 
masyarakat dan negara. 

Setiap Kongres, para anggota profesi menetapkan 
secara bersama AD/ART, termasuk Kode Etik IPI yang 
disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta kebutuhan. Kongres merupakan 
pertemuan tertinggi organisasi lkatan Pustakawan 
Indonesia. Hasil Keputusan Kongres adalah kesepakat- 
an bersama yang hams diikuti oleh Anggota IPI, baik 
yang menghadiri atau pun yang tidak menghadiri 
Kongres IPI. Penetapkan Kode Etik IPI versi Kongres 
temkhir IPI harus dijadikan pedoman bersama bagi 
anggota IPI. Kode Etik IPI terakkhir ditetapkan pada 
Kongres IPI XI], 29 November 2012 di. Palembang 
Sumatera Selatan. 
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Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai suatu organisasi 
yang sedang berkembang, selalu menyesuaikan Kode 
Etiknya dengan perkembangan yang terjadi. Kode Etik, 
pada hakikatnya sangat melekat dengan diri pribadi 
seorang pustakawan. Organisasi hanya menfasilitasi 
pustakawan dalam melaksana Kode Etik Namun diakui 
bahwa selama ini, sosialisasi kepada anggota dan 
masyakarat luas tentang Kode Etik IPI masih terbatas. 
Jangankan masyarakat umum, para anggota IPI pun 
masih banyak yang belum memahami Kode Etik IPI. 

Kode Etik IPI merupakan bagian yang tidakterpisahkan 
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
(ADIART IPI), seperti tertera pada Bab IV, Pasal 19, 
ayat 1 dan 2 sbb: 

"(1) Kode Etik Pustakawan Indonesia disahkan 
serta dinyatakan berlaku oleh Kbngres lPI yang 
naskahnya menjadi satu kesatuan dengan dun 
tidak terpisahkan dengan Anggamn Dasar dun 
Anggaran Rumah Tangga IPI; (2) Perubahan dun 
penyempurnaan Kode Etik Pustakawan Indonesia 
dilakukan oleh Kongres" 

2. Tujuan 
Paling tidak terdapat 4 (empat) tujuan Kode Etik IPI, 
yaitu: 

a Membina dun membentuk karakter 
pustakawan 

b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dun 
sarana kontrol sosial 

c Mencegah timbulnya kesalah fahaman dun 
konjlik antar sesama anggota dun antam 
anggota dengan masyarakat. 

d. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyamkat 
dun meningkatkan citra pustakawan 

Jelas dari tujuan di atas, Kode Etik IPI diharapkan 
membina dan membentuk karakter anggota IPI. 
Sebagai suatu profesi yang berorietasi jasa, "karaktex" 
atau budi pekerti sangat menentukan keberhasilan 
tugas profesi. Anggota IPI adalah suatu profesi yang 
berorientasi pada jasa. Kode Etik IPI harus dijadikan 
pedoman pustakawan dalam berprilaku, bersikap 
dan bertindak Kode Etik IPI dapat juga sebagai sarana 
kontrol sosial terhadap prilaku pustakawan Indonesia. 

Kode Etik IPI diharapkan dapat melahirkan semangat 
kesetia-kawanan yang erat antar anggota. Pustakawan 
Indonesia hams menganggap pustakawan lain sebagai 
sejawat yang harus dihormati, sebagai mana pula ia 
ingin dihormati oleh pustakawan lain. Kalimat terakhir 
ini tertulis dalam sumpah jabatan dokter Indonesia 

Dengan adanya Kode Etik 
dapat mencegah terjadinya kesal 
konflik antara pustakawan d 
memanfaatkan jasanya. Ada1 
pustakawan berbuat yang 
sendiri daIam memberikan 
m-t 

Sebagai profesi yang berorien 
profesi pustakawan hams 
dan pengakuan dari masya 
Etik !PI, masyakarat 
seharusnya dilakukan dan mana yang 

yang hams dimiliki oleh pustakawan 
1. bempaya melaksonakan tug 

harapan masyara 

mengikuti perkembangan; 

perbuatan. 

Memenuhi harapan dan 
informasi masyarakat bukanl 
bagi pustakawan. 
keterbatasan &lam sumberdaya, 
informasi, mau pun 



layanan yang maskimal, 
ams selalu, meningkat 
i pendidikan formal atau 
ngan ilmu pengetahuan 
fesi pustakawan untuk 

mbangan tersebut Bila ha1 
ia akan ditinggalkan 

i, pustakawan Indonesia hams 
membedakan pandangan dan 

semi setiap keputusan yang 

I I 

a bahwa perpustakaan adalah 
ncari keuntungan (non proft 

pustakawan tidak boleh 
pribadi atau kelompok di 

itu, pustakawan Indonesia 

7 1 ~urnab lkatan 

jawab atas kmekwensi 

elindungihakprivasipengguna 

-- 
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of Human Right (1948) 
2009 tentang Hak 

memperoleh, 

Etik IPI. 

hams menjunjung tinggi ha1 
melayani dengan adil 

Apapun dampak dari 
perpustakaan bukan 

Indonesia 

harus menghargai hak individu (ha1 privasi) serta 
menghormati hak milik atas kakayaan intelektual 
(HAKI). Pengadaan bahan pustaka dan layanan 
fotokopi di perpustakaan hams menjamin tidak 
te rjadinya pelanggaran hak cipta. 

5. Hubungan Antar Pustakawan 
Kode Etik IPI memberikan 5 (lima) pedoman hubungan 
yang dilakukan pustakawan Indionesia dengan teman 
sejawatnya, yaitu: 

1. berusaha mencapai keunggulan dalam 
profesinya dengan cara memelihara 
dun mengembangkan pengetahuan dun 
keterampilan; 

2. bekerjasama dengan pustakawan lain dalam 
upaya mengembangkan kompetensi profesional 
pustakawan, baiksebagaipemrangan maupun 
sebagai kelompok; 

3. memelihara dun memupuk hubungan kerja 
samayang baik antam sesama rekan; 

4. memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan 
terhadap Korps Pustakawan secara wajar; 

5. menjaga nama baik dun martabat rekan, baik 
didalam maupun diluar kedinasan. 

Pustakawan baik secara perorangan maupun sebagai 
berkelompok harus senantiasa mengembangkan 
pengetahuan dan keterampilan, sehingga; layanan 
yang diberikan bersifat professional. 

Dalam era sekarang, tak satupun perpustakaan yang 
lengkap dan mampu memenuhi kebutuhan informasi 
penggunanya. Oleh karena itu kerjasama antar 
pustakawan adalah mutlak Di samping itu mengatasi 
kekurangan, pustakawan bekerjasama dengan niat 
untuk berbagi, baik sumberdaya mau pun pengalaman. 
Kata pepatah "Berat sama dipikul, ringat sama 
dijinjing", hams tertanam dalam lubuk hati pustakawan 
Indonesia. 

Kesetiaan terhadap IPI sebagai Korp Pustakawan 
Indonesia hams dimiliki bersama oleh pustakawan 
Indonesia. Di samping itu, sesama pustakawan harus 
saling menjaga nama baik dan martabat rekan sejawat 
dimana dan kapan pun jua. 

6. Hubungan dengan Perpustakaan 
Perpustakaan tempat mengabdi pustakawan hams 
selalu ditingkatkan dan dikebangkan. Pustakawan 
Indonesia berkebajia untuk 

1. Ikut aktif dalam perumusan kebijakan 
menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan; 

2. bertanggungjawab terhadap pengembangan 
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perpustakaan; 
3. berupaya rnernbantu dun mengernbangkan 

pernaharnan serta kerjasarna sernua jenis 
perpustakaan. 

Pustakawan Indonesia. 
Meski pun kebutuhan terhadap perpustakaan 
adalah kebutuhan semua orang, namun Pustakawan 
Indonesia hams selalu berada digaris depan untuk 
pengembangannya. Setiap kebijakan yang terkait kepada masyarakat. Pustakawan 
dengan perpustakaan dan pustakawan, anggota IPI 
wajib terlibat didalamnya. 

Dalam pengembangan perpustakaan, pustakawan 
Indonesia hams mengembangkan semua jenis per- 
pustakaan, baik Perpustakaan Nasional, Perpustakaan 
Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan oganisasiyang sesuai 
Umum, mau pun Perpustakaan Khusus. Di samping 
perpustakaan yang dikelola pemerintah, perpustakaan kemanusiaan serta kornuni 
yang dikelola masyarakat pun merupakan kewajiban 
bagi anggota IPI untuk mengembangkannya, baik 
secara langsung atau tidak langsung. 

7. Hubungan dengan Organisad Profesi. 
Kode Etik IPI jaga memberikan pedoman bagaimana memberikan layanan informasi. 
hubungan pustakawan Indonesia dengan organisasi menjalin kerjasama yang baik 
profesinya, yaitu lkatan Pustakawan Indonesia. peke rja informasi tersebut. B 
Anggota IPI hams; 

1. membayar iuran keanggotaan secara disiplin; 
2. mengikuti kegiatan organisasi sesuai 

kemampuan dengan penuh tanggung jawab; tersebut. Yang membedakan IPI 
3. mengutamakan kepentingan organisasi diatas lain tersebut adalah sifat :"keter 

kepentingan pribadi. IPI terbuka untuk semua orang 

Sebagai suatu organisasi non profit, IPI hams di biayai 
oleh anggotanya atau usaha lain yang sah dan tidak 
mengikat. Dalam AD/ART IPI dinyatakan bahwa setiap dan intenasional. 
anggota hams membayar iuran sebesar Rp. 10.000.- 
(sepuluh ribu rupiah) perbulan dan bagi mahasiswa 
Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) perbulan. 

Dalam kenyataan tidak mudah mendisiplinkan anggota sumbangan dalam pengemba 
untuk membayar iuran anggota, karenanya IPI selama 
ini lebih mengandalkan sumber lain yang syah dan 
tidak mengikat. Kelalaian pembayaran iuran anggota, 
tidak selalu akibat kurang disiplinnya anggota, tetapi 
juga pengelolaan informasi yang belum sempurna. 

yang akan ditentukan oleh mas 
Keikutserta anggota IPI dalam setiap kegiatan 
merupakan suatu keharusan. Disamping mening- 
katkan hubungan "silaturrahmi" sesama anggota, sebagai sebagai sumber kemajuan te 
juga tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan. 
Kegiatan rutin organisasi IPI seperti kongres, rapat, 9. Pengawasandansanksi 
kerja, musyawarah daerah selalu disertakan dengan 
kegiatan ilmiah, bempa seminar, workshop, klinik, 
dan sebagainya. 
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sejauh mana seorang anggota 

bentuk sanksi, yaitu: 

lkatan ~ujtakawan Indonesia Volume i, Nomor 1, Mei 2014 
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ras berupa teguran tertulis; 

dibetuk a a bila te 'adi pelanggaran terhadap Kode 

Etik r 1 
iatas dapat disimpulkan bahwa 

yang sejajar dengan profesi 

lainnya, meskipun di Indonesia profesi ini masih dalam 
perkembangan. 

Tersedianya lembaga pendidikan formal dan non formal 
merupakan wadah untuk melahirkan pustakawan yang 
professional. 

Kode Etik Pustakawan merupakan norma yang 
dijadikan pegangan sekaligus kewajiban yang 
seharusnya dilakukan. Kewajiban tersebut tidak 
hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga kewajiban 
yang diberikannya kepada teman sejawatnya, 
perpustakaan tempat dia mengabdi, organisasi 
wadah tempat dia berhimpun, pengguna jasa yang 
dia berikan, masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan 
juga kewajibannya terhadap kemanusiaan, karena 
memperoleh informasi adalah bagian dari hak azasi 
manusia (human rights). 
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